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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada RSUP 

Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo mengenai Evaluasi Pelaksanaan 

Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada pelaksanaan kebutuhan kompetensi, kompetensi 

yang dinilai antara lain kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural 

dan kompetensi teknis. Seluruh pegawai di RSCM sejumlah 5238 di 

identifikasi kebutuhan dengan cara menilai dan menentukan gap 

kompetensi tersebut untuk menentukan kebutuhan pengembangan 

kompetensi masing-masing individu pegawai. Pelaksanaan analisis 

kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai di RSUP Nasional Dr. 

Cipto Mangunkusumo menggunakan skala prioritas yaitu Analisis DIF 

(Difficulty, Importance, and Frequency) dikarenakan jumlah SDM banyak 

dan seluruh kebutuhan harus dipenuhi sehingga dibuat skala prioritas 

kegiatan pengembangan kompetensi mana yang didahulukan. 

 Evaluasi dalam pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan 

kompetensi pegawai di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo 

berdasarkan analisis organisasional, analisis pekerjaan dan analisis 

individu, didapatkan kesimpulan sebagai berikut  
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1. Analisis Organisasional 

 Didapat bahwa pada analisis organisasional, di RSCM 

membandingkan capaian kinerja instansi dengan visi, misi, tujuan dan 

sasaran yang ditentukan, dengan ditemukannya kesenjangan kompetensi, 

maka dapat direkomendasikan jenis Diklat yang dibutuhkan dan 

diprioritaskan. Dalam pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan 

Kompetensi Pegawai di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, bagian 

Pendidikan dan Pelatihan mengadakan pendampingan dengan unit kerja 

untuk menganalisa dan menentukan kebutuhan pengembangan 

kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh pegawai di masing-masing unit 

kerja. 

Evaluasi pelaksanaan AKPK dalam aspek analisis organisasional, 

berdasarkan hasil analsis wawancara dan observasi penulis didapat bahwa 

sebagian besar pegawai tidak mengetahui seberapa penting proses AKPK 

untuk pengembangan kompetensi masing-masing individu. Hal ini 

membuat dalam proses pelaksanaan penilaian dan mengidentifikasi 

kesenjangan kompetensi terkendala karena kurang perhatiannya pegawai. 

2. Analisis Pekerjaan 

Setiap unit kerja masing-masing memiliki jabatan, dan dari uraian 

tugas tersebut punya target yang harus dicapai yaitu kompetensi 

manajerial, sosial kultural dan teknis. Hasil dari observasi penulis, 

disimpulkan bahwa cara untuk mendiagnosis analisis kebutuhan 
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pengembangan kompetensi pegawai yaitu dengan membandingkan 

kebutuhan dalam pekerjaan dengan pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan pegawai sehingga kebutuhan-kebutuhan pelatihan dapat 

diidentifikasi. 

Dalam pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi 

pegawai didapatkan permasalahan yaitu dalam pengelompokkan 

kompetensi khususnya tenaga medis (dokter) dan tenaga administrasi 

masih terdapat beberapa kendala karena kompetensi yang harus dinilai 

dalam analisis kebutuhan pengembangan kompetensi masih bersifat 

umum dan belum spesifik dari keahlian pegawai. 

Hasil observasi dan wawancara penulis didapatkan bahwa dalam 

pelaksanaan AKPK, kamus kompetensi manajerial dan sosial kultural 

sudah ada dan digunakan untuk seluruh pegawai sedangkan kamus 

kompetensi teknis hanya ada pada tenaga keperawatan, sedangkan untuk 

tenaga medis dan administrasi belum ada kamus kompetensi jabatan, 

sehingga belum sepenuhnya didapatkan kebutuhan yang sesuai dan tidak 

seragamnya kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai di RSCM. 

 Evaluasi dalam pelaksanaan analisis pekerjaan dapat disimpulkan 

bahwa dalam pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan 

kompetensi pegawai, khususnya dalam menilai gap kompetensi teknis 

didapatkan para PIC analisis kebutuhan pengembangan kompetensi di 

unit kerja kesulitan menentukan jenis pengembangan kompetensi 
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pegawai dikarenakan belum dikelompokkan secara jelas dan hal tersebut 

belum mewakilkan dari kemampuan setiap individu pegawai. 

3. Analisis Individu 

Dalam pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi 

Pegawai di RSCM, analisis individu mengidentifikasi pegawai baik tenaga 

kesehatan dan non tenaga kesehatan yang membutuhkan pelatihan 

dengan kemampuan dasar individu membantu untuk mempersiapkan 

pegawai dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Di RSCM analisis 

individual dalam analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai 

dengan memberi kuesioner kepada pegawai. Dengan demikian manajemen 

dapat mengetahui kekurangan dari setiap individu dari data tersebut. 

Evaluasi dalam pelaksanaan AKPK dalam aspek analisis individu, 

ditemukan dalam observasi penulis bahwa hasil uji kompetensi, tes 

keahlian dan penilaian kinerja belum terintegrasi satu sama lain dalam 

sebuah sistem. Sehingga dalam pelaksanaan AKPK, para PIC Diklat tidak 

memasukan penilaian kinerja dan hasil uji kompetensi kedalam AKPK 

pegawai. 
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B. Saran 

Atas kondisi tersebut, sebagai tindak lanjut kesimpulan di atas, maka 

penulis menyarankan kepada RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo 

sebagai berikut  

1. Analisis Organisasional 

a) Perlu dilakukan bimbingan teknis khusus serta monitoring dan 

evaluasi secara berkala kepada para PIC Diklat Unit kerja yang 

memiliki kompetensi mampu menganalisis usulan rekomendasi 

kebutuhan pengembangan kompetensi agar hasil analisis kebutuhan 

sesuai dengan kebutuhan gap kompetensi pegawai yang sebenarnya. 

Bimbingan teknis diselenggarakan oleh Instalasi implementasi budaya 

dan pengelolaan human capital dan bagian pendidikan dan pelatihan. 

Bimbingan teknis dilakukan 2 tahun sekali pada saat penyusunan 

analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. 

b) Perlu dilakukan sosialisasi kepada pegawai RSCM baik tenaga medis 

dan non medis mengenai bagaimana pentingnya analisis kebutuhan 

pengembangan kompetensi, sehingga dalam penilaian gap 

kompetensi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sosialisasi 

dilakukan oleh bagian pendidikan dan pelatihan bersama dengan 

penanggung jawab Diklat unit kerja. 
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2. Analisis Pekerjaan 

a) Standarisasi kompetensi dalam di RSCM harus dilakukan. Saran 

penulis standarisasi ini erat kaitannya dengan perkembangan layanan 

Kesehatan di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo khususnya 

standar kompetensi tenaga medis dan administrasi. Apabila 

organisasi sudah mempunyai standarisasi kompetensi yang jelas, 

maka akan memudahkan analisis gap kompetensi teknis dan 

menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi. 

b) Perlu dibuatnya standar kompetensi untuk tenaga administrasi dan 

tenaga medis. Standar kompetensi teknis dibuat berdasarkan item 

kompetensi yaitu dibuat kamus/katalog kompetensi. Standar 

kompetensi teknis dibuat berdasarkan item kompetensi yaitu dibuat 

kamus/ katalog kompetensi. Katalog kompetensi mencakup dokumen 

yang mendaftar seluruh jenis kompetensi berikut uraiannya, baik yang 

bersifat kompetensi generik (soft skills), maupun yang berupa 

pengetahuan dan keterampilan teknis (hard skills) yang diperlukan 

untuk menjalankan visi dan misi RSCM. 

3. Analisis Individu 

a) Perlunya sebuah sistem informasi pengembangan kompetensi 

terintegrasi dengan data kepegawaian berupa software yang dapat 

membantu pelaksana analisis kebutuhan pengembangan kompetensi 

melakukan penilaian dan gap kompetensi dengan sistematis dan 

akurat. Sistem informasi meliputi database individu pegawai, penilaian 
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kinerja pegawai, riwayat pelatihan, penilaian gap kompetensi yang 

saling terintegrasi. Sistem informasi ini dibangun oleh instalsi 

implementasi budaya dan pengelolaan human capital, bagian SDM, 

dan bagian Diklat. Sistem informasi ini nantinya digunakan oleh para 

PIC Diklat unit kerja untuk melakukan analisisngap kompetensi dan 

menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi. 
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